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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait (1) Dasar diberlakukan pemberian
marga pada wanita yang berasal dari suku lain menurut hukum adat; (2) Tata cara pelaksanaan
pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di
Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan jenis
observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk menarik kesimpulan relevan
dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar diberlakukan
pemberian Marga pada wanita maupun pria yang berasal dari suku lain menurut hukum adat adalah
bahwa terdapat kehiduan majemuk berwarganegara dewasa ini, adanya fleksibilitas hukum adat batak,
adanya pandangan masyarakat adat berdasarkan hukum adat tentang perbedaan suku, pengaruh
pewarisan dalam hukum adat, dan merubah kedudukan individu berdasarkan hukum adat (2) Tata cara
pelaksanaan pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba menurut ahli adat/penatua
adat di singaraja adalah dengan upacara adat Mangain dan sebelum mangain dilaksanakan diperlukan
persetujuan dan keturutsertaan dari Pihak Tulang dan/atau Amangboru kandung.

Kata kunci: Mangain, Hukum Adat, Adat Batak Toba.

Abstract

GRANTING A SUB CLAN TO A MAN OR WOMAN NON-TOBA BATAK COMMUNITY AS A
RESULT OF INTER-TRIBE MARRIAGE IN BULELENG DISTRICT REVIEWED FROM TOBA
BATAK TRADITIONAL LAW

This research aims to find out and analyze related to (1) the basis for granting surnames to women from
other tribes according to customary law; (2) Procedures for granting surnames to non-Toba Batak
women due to inter-ethnic marriages in Buleleng Regency. This research is empirical legal research
that uses observation, interviews and document studies. The legal materials used in this research are
primary, secondary and tertiary legal materials which are useful for drawing conclusions relevant to the
problems in this research. The results of the research show that (1) The basis for granting surnames to
women and men from other tribes according to customary law is that there is a plural life of citizens
today, the flexibility of Batak customary law, the existence of traditional community views based on
customary law regarding ethnic differences, the influence inheritance in customary law, and changing
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an individual's position based on customary law (2) The procedure for granting surnames to non-Batak
Toba women according to traditional experts/traditional elders in Singaraja is with the Mangain
traditional ceremony and before the Mangain is carried out, approval and participation from the Tulang

Party is required. and/or Amangboru.

Keywords: Mangain, Customary Law, Batak Toba Traditional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang
memiliki suku bangsa yang beragam.
Keanekaragaman tersebut di sebabkan
oleh perbedaan ras, perbedaan lingkungan
geografis, latar belakang sejarah,
perkembangan daerah, dan perbedaan
agama serta kepercayaan. Jumlah suku
bangsa ini juga ada yang mayoritas dan
minoritas. Selain suku bangsa yang begitu
beranekaragam, Indonesia juga salah satu
negara yang bangsa atau masyarakatnya
memiliki kebudayaan yang berbeda dari
suku satu dengan suku yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang
kebudayaan, masyarakat Indonesia adalah
masyarakat  yang majemuk  akan
kebudayaan. Tidak menutup kemungkinan
ada persilangan ataupun pernikahan antar
suku maupun kebudayaan yang
merupakan langkah selanjutnya dari pada
perkawinan seorang lelaki dan wanita yang
akan membinah rumah tangga. Secara
umum perkawinan merupakan bentuk
ikatan antara dua individu atau manusia
yang memiliki jenis kelamin yang berbeda
yang memiliki niat untuk hidup bersama
dalam menjalin hubungan yang lebih dekat
untuk hidup bersama.

Masyarakat Batak Toba merupakan
salah satu masyarakat yang banyak
ditemukan diberbagai daerah nusantara
karena hampir setiap masyarakat ini dapat
dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat.
Masyarakat Batak Toba memiliki gaya
hidup perantau yang tersebar dari seluruh
kota Indonesia bahkan tak jarang merantau
ke luar negeri. Setiap masyarakat Batak
Toba memiliki Marga atau nama keluarga.
Marga atau nama keluarga adalah bagian
nama yang merupakan pertanda dari
keluarga mana ia berasal. Nama/marga ini
diperoleh dari garis keturunan ayah
(patrilineal) yang selanjutnya akan
diteruskan kepada keturunannya secara
terus menerus. Perkawinan dalam sifat
patrilineal bertujuan ialah melestarikan
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galur suami didalam garis lelaki.
Berdasarkan peraturan hukum keluarga ia
tetap masuk kedalam kelompok kerabat
(seketurunan darah). (J.C.Vergouwen,
2004:197).

Apabila seorang pria Batak Toba
mendapatkan pasangan yang berasal dari
luar masyarakat Batak Toba atau menjalin
suatu hubungan dengan seseorang yang
berbeda etnis (bukan dari masyarakat
Batak Toba), hendak serius menikah
dengan pasangannya yang berasal dari
Non Batak. Adat masyarakat Batak Toba
menjadikan pasangan yang non Batak
Toba tersebut diberikan marga melalui
serangkaian upacara adat, supaya apa
yang diharapkan bisa terwujud. Di samping
itu pasangan yang non Batak tersebut akan
mendapatkan  pengakuan di dalam
keluarga dan adat serta posisi dalam
keluarga yang mengambil seseorang yang
bukan berasal dari suku adat tersebut.

Dalam proses pemberian marga disini,
biasanya marga yang akan diberikan
kepada calon mempelai wanita adalah
marga yang berasal dari marga ibu atau
nenek calon mempelai pria, yang mana
marga tersebut yang akan diberikan
kepada calon mempelai wanita tersebut,
contohnya seorang ibu dari calon
mempelai pria yang mempunyai marga
pasaribu maka marga yang akan diberikan
kepada perempuan suku asing tersebut
adalah pasaribu, sama hal nya dengan
marga dari nenek calon mempelai pria
yang akan menjadi calon suami
perempuan tersebut. Lalu keluarga pihak
laki-laki membawa calon mempelai wanita
suku asing tersebut kerumah paman calon
mempelai pria yang mana paman nya
adalah hula-hula dari ibu calon mempelai
pria, serta membawa sebuah makanan
yaitu [kan Mas yang sudah dimasak hal ini
sangat wajib dilakukan karena sudah
menjadi adat istiadat dalam pemberian
marga suku Batak.
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Meskipun ada solusi yang diberikan
dalam pernikahan campuran dengan cara
mangain (mengangkat) marga. Terkadang
ada masalah yang timbul dalam lingkungan
kehidupan, salah satunya kurangnya
kekerabatan dalam kumpulan. Hal ini
terkadang timbul dari sebab tidak paham
akan tata cara adat dan kurangnya
kemampuan berkomunikasi bahasa atau
menanamkan bahasa batak dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat
menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri
dengan marga yang telah dimiliki sebagai
orang batak. Hal ini juga dapat memicu
pudarnya kebudayaan kekerabatan suku
batak.

Bagi keluarga yang tidak mempunyai
keturunan laki-laki pada masyarakat
patrilinial, merupakan akhir cerita dari
keluarga mereka, karena akan diteruskan
oleh ahli waris dari keturunan keluarga lain
yang masih memiliki hubungan darah. Hal
ini menyebabkan banyak keluarga, yang
harus diteruskan oleh keluarga lain yang
bukan keturunan langsung, karena hanya
mempunyai anak perempuan. Artinya
keluarga yang tidak mempunyai keturunan
laki-laki, berdasarkan hukum perkawinan
patriarki harus diwarisi dan diteruskan oleh
keluarga lain yang masih mempunyai
hubungan darah lurus ke bawah atau lurus
ke samping. (Sari, 2016:756).

Berdasarkan  pengalaman  penulis
terkait hal tersebut, tentu tidak dapat
secara langsung menerapkan pernikahan
dan diperlukan adanya pemahaman-
pemahaman lebih lanjut terkait prosesi
agar dapat sahnya pernikahan
berdasarkan hukum adat batak yang
berlaku. Alasan lain tertarik pada judul
yang diambil adalah ketika masa yang
akan datang mendapatkan pasangan yang
berasal dari suku berbeda sudah
mengetahui apa saja langkah yang akan
dilakukan dan dipersiapkan. Berdasarkan
latar belakang tersebut diatas, penulis
tertarik mengadakan penelitian yang
dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan
judul “Pemberian Marga Pada Wanita
Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat
Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Di
Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari
Hukum Adat Batak Toba”.
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Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka yang menjadi
masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar sehingga
dapat di berlakukannya
pemberian marga pada wanita
bukan masyarakat batak toba
menurut hukum adat ?

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan
pemberian marga pada wanita
bukan masyarakat batak toba
akibat perkawinan beda suku di
kabupaten Buleleng ditinjau dari
hukum adat batak toba?

METODE PENELITIAN

jenis penelitian ini tergolong pada
penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu
suatu penelitian yang menggunakan studi
kasus empiris berupa pengamatan dan
kejadian yang terjadi di tengah masyarakat
dan latar belakang yang mempengaruhi
peristiwa hukum tersebut, artinya penelitian
disini mengkaji pelaksanaan ketentuan
hukum positif dan dokumen tertulis pada
suatu peristiwa hukum tertentu yang
terjadi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk
bisa memastikan jika penerapan hukum
pada peristiwa hukum in concreto sesuai
atau tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku atau apakah
ketentuan telah dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Penelitian hukum
empiris menenkankan penelitian hukum
yang bukan hanya mengkaji mengenai
sistem norma dalam peraturan perundang
undangan, namun mengamati reaksi dan
interkasi yang terjadi.Penelitian ini
menggunakan penelitian yang bersifat
Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat
suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu atau untuk menentukan
penyebaran suatu gejala atau untuk
menentukan ada tidaknya hubungan
antara suatu gejala yang lain dalam
masyarakat.

Sumber data yang digunakan yaitu
bahan hukum primer,bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan
hukum primer yakni Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 2019 serta beberapa
perundang-undangan yang berlaku yang
erat kaitannya dengan masalah yang
diteliti. Bahan hukum sekunder adalah
bahan hukum  yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer,
antara lain: Buku, jurnal, skripsi, pendapat
para ahli, dan karya tulis hukum yang
terkait dengan masalah yang di teliti.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
yang memberikan petunjuk  atau
penjelasan bermakna terhadap bahan
hukum primer dan sekunder serta bahan
hukum yang digunakan bersumber dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
maupun kamus hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan dengan dua
cara vyaitu Penelitian Keperpustaaan
(Library Research) yang dilakukan dengan
cara mempelajari berbagai literatur-
literatur, tulisan dan pendapat para sarjana
serta beberapa perundang-undangan yang
berlaku yang erat kaitannya dengan
masalah yang diteliti. dan Penelitian
Lapangan (Field Research) yang dilakukan
dengan secara langsung pada lokasi atau
objek  penelitan guna  mengamati,
mengumpulkan dan mengungkapkan data
yang ada hubungannya dengan masalah
penelitian ini, yang dijalankan dengan cara
observasi, wawancara, dan studi dokumen.
Teknik penentuan sampel dalam penelitian
ini yaitu Purposive Sampling. Yang
dimaksud dengan purposive sampling
adalah penarikan sampel dilakukan
berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel
dipilih atau ditentukan sendiri oleh si
peneliti, yang mana penunjukan dan
pemilihan sampel didasarkan
pertimbangan bahwa sampel telah
memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau
karakteristik tertentu yang merupakan ciri
utama dari populasinya. Analisis bahan
hukum ialah kegiatan pengolahan data
terhadap permasalahan yang dikaji dan
dalam penulisan tulisan ini menggunakan
metode atau jenis penelitian hukum
normatif empiris. Sehingga kegiatan
analisis data ataupun bahan hukum yang
terdiri dari data primer, data sekunder dan
tersier semua di susun dan diolah menjadi
sebuah pola dan dikelompokkan secara
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terstruktur dan sistematis, kemudian akan
dilanjutkan dengan mengkaitkan penelitian
secara langsung ke objek penelitian. Maka
dari itu adapun hasil dari metode penelitian
ini adalah penggabungan antar unsur
hukum/normatif, kemudian di dukung atau
dikuatkan lagi dengan penambahan data
data secara empiris sehingga dapatlah
ditarik kesimpulan dari pokok
permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi Penelitian

Punguan Saroha merupakan
Paguyuban atau organisasi persatuan
masyarakat Adat Batak Toba yang
berlokasi di Singaraja.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis dengan ahli adat
atau dengan kata lain, penatua adat batak
toba yang ada disingaraja, terdapat
beberapa faktor yang dijelaskan terkait
dasar diberlakukannya pemberian marga
pada wanita yang berasal dari suku lain
ditinjau dan dijelaskan oleh penatua adat
batak toba sesuai dengan hukum adat
batak toba yang belaku.

Kehidupan Berwarganegara yang
Majemuk
Kehidupan berwarga negara

mengakibatkan adanya hubungan yang
menjalin antara satu dengan yang lainnya,
terlepas dari asalnya baik suku, agama,
dan budaya dan lain sebagainya tiap-tiap
individu tersebut. Kehidupan
berwarganegara pada saat ini, tidak
menutup kemungkinan terjadinya
perkawinan antar suku, mengingat pada
dasarnya kehidupan berwarganegara tidak
membedakan antara yang satu dengan
yang lainnya berdasarkan faktor latar
belakang setiap-tiap orang.

Fleksibilias Adat

faktor fleksibilitas adat merupakan dasar
mengapa fleksibilitas adat pada hukum
masyarakat adat batak toba terjadi.
Dikarenakan dalam kehidupan berwarga
negara, diperlukan sebuah fleksibilitas adat
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yang mengikuti hukum negara agar sesuai
dan tidak bertolak belakang satu dengan
yang lainnya.

Pandangan Masyarakat Adat
Berdasarkan Hukum Adat Tentang
Perbedaan Suku

Masyarakat adat memandang
seseorang yang berasal bukan dari suku
adat batak sebagai orang asing. Dalam
kedudukan seseorang yang bukan
masyarakat adat batak apabila memiliki
perikahan dan tidak melalui prosesi adat
sah sebagai masyarakat adat batak, maka
seesorang tersebut tidak termasuk dan
tidak dianggap dalam bagian keluarga
masyarakat adat tersebut yang dalam
artian masih sebagai “orang asing”.Untuk
itu, dalam eksistensinya apabila seseorang
ingin menikah atau memiliki kedudukan
yang sah dalam masyarakat adat batak,
diperlukan melalui upacara Mangain agar
status daripada individu yang dipandang
sebelumnya sebagai orang asing, menjadi
masyarakat sah adat.

Mempengaruhi Pewarisan Dalam
Hukum Adat Berdasarkan Hukum Adat

Jika seseorang telah diangkat menjadi
bagian keluarga batak melalui prosesi
Mangain, maka ia berhak untuk
memperoleh warisan dan bergantung pada
gendernya. Apabila seorang laki-laki, ia
akan memperoleh warisan benda yang
memiliki nilai, dan benda-benda warisan
yang diberikan secara turun temurun
melalui garis keturunan akan diberikan
kepada segaris keturunannya yang tertua.
Sedangkan apabila perempuan, maka ia
akan memperoleh  bagian  warisan
perempuan yang bernama Ulos Na So Ra
Buruk yang diberikan khusus kepada pihak
perempuan.

Merubah Kedudukan Wanita atau Pria
Berdasarkan Hukum Adat

Kedudukan seorang wanita sebelum
dan sesudah memasuki adat melalui
upacara adat Mangain dapat terlihat dari
masyarakat adat, yang memandang bahwa
seorang individu itu adalah orang
luar/asing menjadi bagian sah dari hukum
adat itu sendiri. Kedudukan wanita tersebut
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apabila sudah melewati upacara adat yang
dilewati, tidak serta merta hanya
menjadikan wanita itu sebagai seorang
yang sah berstatus sebagai masyarakat
adat, melainkan wanita tersebut telah
memiliki kedudukan dan mengambil peran
dalam hal pewarisan dan status kedudukan
yang setara dengan sanak saudara
perempuannya yang ditarik dari garis
keturunan perempuan yang mengangkat
status atau kedudukan wanita tersebut
menjadi masyarakat adat batak.
Kedudukan seorang pria sebelum dan
sesudah memasuki adat melalui upacara
adat mangain, sejatinya dalam hukum adat
batak toba akan sangat signifikan.
Mengingat hukum adat batak toba
menganut hukum adat patrilineal, yang
dimana kedudukan atau keturunan diambil
dari seorang laki-laki maka anak laki-laki
yang sebelumnya berasal dari masyarakat
adat vyang lain, memiliki sebuah
kesempatan untuk memperoleh seluruh
ketentuan yang sebelumnya tidak dimiliki
layaknya sebagai anak kandung dalam
masyarakat adat batak toba. Sebagai
contoh, dalam masyarakat adat batak toba,
anak laki-laki akan didahulukan dalam hal
pewarisan, maka anak laki-laki yang
sebelumnya berasal dari luar setelah
melalui prosesi adat mangain, akan
memperoleh kedudukan yang sama seperti
layaknya anak laki-laki kandung dalam
sebuah keluarga yang hendak
membagikan warisan tersebut.

Pembahasan

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian
Marga Pada Wanita Bukan Masyarakat
Batak Toba Akibat Perkawinan Beda
Suku Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan
penatua atau ahli adat hukum batak toba
disingaraja dan dengan disusun lampiran
pedoman wawancara untuk dijadikan
bahan acuan kepada pihak yang akan
diwawancara, disimpulkan beberapa tata
cara dan prosedur vyang diperlukan
sebelum memberikan marga kepada
masyarakat yang hendak diangkat menjadi
bagian sah masyarakat adat batak toba,
dan pengangkatan tersebut tidak serta
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merta dapat langsung diimplementassikan,
melainkan  diperlukan  bagian-bagian
keluarga lain yang mencakup, seperti
keluarga dari pihak perempuan, dan
keluarga besar pada keluarga inti terkait
yang ingin melakukan pengangkatan anak
atau dengan kata lain yaitu mangain, dalam
hasil wawancara dengan penatua atau ahli
adat batak toba yang berada di singaraja
dapat disimpulkan faktor yang diperlukan
dan/atau diperhatikan sebelum
melaksanakan pengangkatan laki-laki atau
perempuan luar adat menjadi bagian dari
masyarakat adat batak secara resmi,
seperti : Keluarga yang mengangkat,
Menanyakan kepada pihak Tulang
dan/atau Amangboru

Akibat Hukum Terjadinya Pernikahan
Dan Pemberian Marga Pada Masyarakat
Bukan Berasal dari Batak Toba Menurut
Penatua/Ahli Adat Batak Di Buleleng

Akibat Hukum daripada mengangkat
atau melakukan upacara adat Mangain
karena perkawinan adalah: Masyarakat
Adat Batak Toba harus menganggap anak
tersebut sebagai bagian asli dan sah dari
masyarakat batak toba dan kedudukan
seseorang yang diangkat menjadi sama
dengan anak kandung dalam garis
besarnya.

Persepsi atau Pandangan Masyarakat
Adat Batak Toba Di Buleleng Terkait
Pernikahan Yang Berbeda Suku Antara
Masyarakat Adat Batak Dengan
Masyarakat Adat Lain

Masyarakat adat batak toba di kabupaten
buleleng, setelah penulis meneliti dan
melakukan wawancara dengan penatua
dan/atau ahli adat batak toba yang berada
di singaraja dan juga beberapa masyarakat
adat yang penulis minta terkait keterangan
dan tanggapannya, umumnya memiliki
tanggapan, yang penulis rangkum menjadi
beberapa pokok, yaitu Menganggap
lumrah pernikahan berbeda suku diantara
masyarakat adat yang ada disingaraja
yang didasarkan pada faktor geografis dan
lain sebagainya dan Fleksibilitas Adat
Batak Toba  akan hal  tersebut
memperbolehkan terjadinya pernikahan
berbeda suku.
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SIMPULAN DAN SARAN

Adapun beberapa simpulan yang dapat
diambil dari pemaparan hasil dan
pembahasan skripsi ini adalah sebagai
berikut :

Pertama, Dasar  diberlakukannya
pemberian marga terhadap perempuan
maupun laki-laki dalam sistem hukum adat
batak toba pada masyarakat adat batak
toba yang berada di buleleng umumnya
didasari dari kehidupan berwarganegara
yang majemuk yang berasal dari suku adat
yang beragam dan berbagai macam di
wilayah singaraja, adanya fleksibilitas adat
dalam  hukum batak toba yang
memperbolehkan masuknya seorang dari
luar keturunan batak menjadi masyarakat
sah adat batak, terdapat pandangan-
pandangan masyarakat adat batak toba
tentang perbedaan suku yang sebelum dan
sesudah melakukan prosesi adat mangain
dan perubahan serta kedudukan
seseorang yang diangkat menjadi
masyarakat sah dalam hukum adat batak
toba menjadi jelas, dan tidak dipandang
sebagai orang asing apabila dilakukan
pernikahan berbeda asal suku.

Kedua, Tata cara pelaksanaan
pemberian marga pada wanita maupun
pria bukan masyarakat adat batak toba
akibat perkawinan beda suku di kabupaten
buleleng sebelum dilaksanakan prosesi
Mangain pada seorang individu yang
berasal dari suku adat lain tersebut, harus
diperhatikan terlebih dahulu tanggapan dan
keputusan daripada pihak keluarga Tulang
untuk pengangkatan Perempuan dan
Amangboru untuk pengangkatan laki-laki.
Dikarenakan keluarga inti yang hendak
mengambil  marga  tersebut  untuk
terealisasinya pernikahan berbeda adat
akan menggunakan marga dari pihak
Tulang atau Amangboru itu, dan tidak
dapat dilaksanakan prosesi Mangain
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apabila tidak disetujui/tanpa adanya
campur tangan dari kedua pihak tersebut.

Adapun saran yang dapat dipaparkan
terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Dalam hal terjadi pernikahan
dan/atau pengangkatan anak dalam
masyarakat adat batak toba, sekiranya
setiap masing-masing keluarga yang
dipentingkan dalam setiap upacara
mangain tersebut, melaksanakan dan
mempermudah prosesinya.

Kedua, Tata cara yang ada pada
masyarakat adat batak toba terkait
pengangkatan seorang yang berasal dari
luar masyarakat adat, sekiranya pada saat
berkomunikasi dengan pihak Tulang
ataupun  Amangboru kandung lebih
harmonis agar dapat terlaksana dengan
baik dan sesuai dengan keinginan setiap
individu tiap keluarga terkait yang hendak
melaksanakan prosesi Mangain.
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